BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Menimbang

Mengingat

BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

a. bahwa wuntuk meningkatkan kinerja Pegawai yang

1.

melaksanakan tugas pemungutan retribusi tempat
rekreasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, perlu
diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk biaya
operasional, sehingga ketentuan Lampiran II Peraturan
Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja, perlu dilakukan penyempurnaan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
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. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentng
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016
tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 152);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2016
tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2016 Nomor 162);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerinta
Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2018 Nomor 88);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2019

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1) diubah

sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.



Pasal II

(1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini
diperhitungkan dan diberikan mulai bulan Januari 2019.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 43

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Pl-b-Keépala Bagian Hukum
7

M

SUP] ’ N, SIP. M.Hum
NIP. 1968%2081992031007




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DAFTAR PAGU TAMBAHAN BIAYA OPERASIONAL

PAGU TAMBAHAN BIAYA
NO KELOMPOK PENERIMA OPERASIONAL/BULAN
1. Pegawai di Lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kepala Satuan Unit
Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten yang secara ex-officio dijabat Rp- 700.000,-
oleh Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum pada kecamatan
2. Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Rp. 700.000,-
3. Pegawai di Lingkungan Badan Rp. 700.000,-
Penanggulangan Bencana Daerah
4. Pegawai di Lingkungan Dinas Pariwisata
yang melaksanakan tugas pemungutan Rp. 700.000,-
retribusi tempat rekreasi.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO




